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ABSTRAK  :  -  Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di RSUD Bangil Kabupaten 

Pasuruan, karena pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan kebutuhan 

dasar yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 

RSUD Bangil sehingga perlu diselenggarakan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan 

terjangkau. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit, ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) besaran tarif kelas III Rumah Sakit 

yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 

Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 

Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; 

UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 

Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 

Tahun 2019; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; 

PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP 

No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP 

No. 103 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP 

No. 72 Tahun 2009; PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

PERPRES No. 72 Tahun 2012; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERPRES No. 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan PERPRES No. 64 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 

Tahun 2011; PERMENKES No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan PERMENKES No. 5 Tahun 2018; PERRMENKES No. 28 Tahun 

2014; PERMENKES No. 79 Tahun 2014; PERMENKES No. 83 Tahun 2014; PERMENKES 

No. 27 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah 

dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENKES No. 85 Tahun 2015;  

PERMENKES No. 91 Tahun 2015; PERMENKES No. 4 Tahun 2016; PERMENKES No. 11 

Tahun 2016; PERMENKES No. 19 Tahun 2016; PERMENKES No. 29 Tahun 2016;  

PERMENKES No. 43 Tahun 2016; PERMENKES No. 72 Tahun 2016; PERMENKES No. 

11 Tahun 2017; PERMENKES No. 37 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; 

PERMENKES No. 4 Tahun 2018; PERMENKES No. 15 Tahun 2018; PERMENKES No. 47 

Tahun 2018; PERMENKES No. 3 Tahun 2020; PERMENKES No. 12 Tahun 2020; 

PERDAKab. Pas No. 16 Tahun 2016. 

- Di dalam Perbup tersebut diatur ruang lingkup pelayanan kesehatan yang terdiri dari 

pelayanan kesehatan sesuai jenis dan klasifikasinya, pelayanan penunjang 

kesehatan, dan pelayanan non kesehatan. Selain Pelayanan Kesehatan, di dalam 



Pebup ini juga diatur tentang Prinsip, Sasaran dan Struktur Besaran Tarif, 

Penyesuaian Tarif Pelayanan, Kedaluwarsa Penagihan, serta Ketentuan Lain-lain. 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2020. 

- Penjelasan : 10 hlm 

- Lampiran : 82 hlm. 


